
Kepala Dinas 

 
Pasal 6 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam 

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di 

bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, 

dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di  bidang  komunikasi 

dan informatika, bidang persandian, dan bidang 

statistik; 

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan 

bidang statistik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi 

dan informatika, bidang persandian, dan bidang 

statistik; 

d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; 

dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas 

mempunyai perincian tugas : 

a. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja 

memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, 

program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan 

bidang statistik; 

b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan 

pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi 

kebijakan, program dan kegiatan Urusan 

Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian, dan bidang statistik; 

c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan 

penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program 

dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan 

bidang statistik; 

d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan 

proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan 

kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi 

dan informatika, bidang persandian, dan bidang 



statistik; 

e. melakukan pembinaan kepada bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang 

terkait; dan  

g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 


